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ABSTRAK 

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah 
untuk mengetahui bagaimana Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2012 mengatur 
tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan 
bagaimana pertanggungjawaban pidana 
anak dalam sistem peradilan pidana anak di 
Indonesia. Denagn menggunakan metode 
penelitian yuridis normative, maka dapat 
disimpulkan: 1. Bahwa dengan adanya 
Sistem Peradilan Pidana Anak yang 
menginginkan adanya kemajuan secara 
praktis dalam rangka perlindungan sebaik-
baiknya kepada anak yang dipandang 
sebagai aset berharga suatu bangsa dan 
negara di masa mendatang yang harus 
dijaga dan dilindungi hak-haknya.  
Perlindungan hukum bagi anak dapat 
diartikan sebagai upaya perlindungan 
hukum terhadap berbagai kebebasan dan 
hak asasi anak serta berbagai kepentingan 
yang berhubungan dengan kesejahteraan 
anak.2. Bahwa pertanggungjawaban pidana 
anak di bawah umur yang berkonflik 
dengan hukum adalah sesuai dengan 
ketentuan yang sudah diatur dalam KUHP 
dan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 
tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.  
Anak yang melakukan tindak pidana tetap 
dapat dimintakan pertanggungjawabannya, 
ancaman pidana bagi anak yang melakukan 
suatu perbuatan yang melawan hukum 
ditentukan oleh Kitab Undang-undang 
Hukum Pidana, dimana penjatuhan 
pidananya ditentukan setengah dari 
maksimal ancaman pidana dari orang 
dewasa, sedangkan penjatuhan pidana 
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seumur hidup dan pidana mati tidak 
diberlakukan terhadap anak. 
Kata kunci: Anak, Peradilan Pidana. 
 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang  

Dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 
2002 Tentang Perlindungan Anak diberikan 
pengertian tentang ’perlindungan anak’ 
yaitu sebagai berikut: “Perlindungan anak 
adalah segala kegiatan untuk menjamin dan 
melindungi anak dan hak-haknya agar 
dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan 
berpartisipasi secara optimal sesuai dengan 
hasrat dan martabat kemanusiaan, serta 
mendapat perlindungan dari kekerasan dan 
diskriminasi.”3 

Undang-Undang No. 23 tahun 2002 
Pasal 20 sampai dengan Pasal 26 mengatur 
tentang perlindungan anak adalah menjadi 
tanggung jawab dan kewajiban dari orang 
tua, masyarakat umum dan lembaga-
lembaga yang diberi wewenang oleh 
pengadilan serta pemerintah baik pusat 
maupun daerah. Terlebih apabila anak-anak 
melakukan perbuatan-perbuatan 
melanggar hukum. 

Permasalahan anak yang bermasalah 
dengan hukum, baik dalam posisi sebagai 
objek (viktim) maupun anak sebagai subjek 
(pelaku) tindak pidana, merupakan 
permasalahan yang dihadapi semua negara. 
Atas dasar hal tersebut, masyarakat 
internasional melalui lembaga-lembaga 
yang berada di bawah United Nation telah 
mengeluarkan berbagai instrumen 
perlindungan terhadap anak yang harus 
dijadikan acuan oleh seluruh negara. Di 
Indonesia dengan disahkannya Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang 
Pengadilan Anak merupakan tindak lanjut 
dari kesepakatan tersebut. Undang-Undang 
Nomor 3 Tahun 1997 telah memberikan 
alas hukum dalam upaya perlindungan 
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terhadap anak.  Anak yang melakukan 
perbuatan melanggar hukum tentunya 
akan tetap diproses sesuai ketentuan 
hukum yang berlaku.  

Mengenai peradilan anak diatur dalam 
Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 
tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. 
Peradilan anak adalah suatu peradilan yang 
menangani perkara pidana yang 
menyangkut anak yang termasuk dalam 
suatu sistem yang disebut dengan sistem 
peradilan pidana dalam suatu masyarakat 
untuk menanggulangi kenakalan anak, 
sekaligus juga diharapkan dapat 
memberikan perlindungan kepada anak 
yang mengalami benturan dengan hukum 
yang merupakan pelaku kenakalan anak. 
Anak yang melakukan tindak pidana tetap 
dapat dimintakan pertanggungjawabannya, 
ancaman pidana bagi anak yang melakukan 
suatu perbuatan yang melawan hukum 
ditentukan oleh Kitab Undang-undang 
Hukum Pidana, dimana penjatuhan 
pidananya ditentukan setengah dari 
maksimal ancaman pidana dari orang 
dewasa, sedangkan penjatuhan pidana 
seumur hidup dan pidana mati tidak 
diberlakukan terhadap anak. 
 
B. Perumusan Masalah 
1. Bagaimana Undang-Undang Nomor 11 

Tahun 2012 mengatur tentang Sistem 
Peradilan Pidana Anak? 

2. Bagaimana pertanggungjawaban pidana 
anak dalam sistem peradilan pidana 
anak di Indonesia? 

 
C. Metode Penelitian  

Penelitian ini bertujuan menganalisis 
tentang pertanggungjawaban pidana bagi 
anak dalam sistem peradilan pidana di 
Indonesia, dihubungkan dengan Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2012 mengatur 
tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.  
Berdasarkan model pengkajian, jenis 
penelitian ini adalah penelitian hukum 
empiris, yaitu menelaah pelaksanaan suatu 

ketentuan hukum di masyarakat kemudian 
menganalisis untuk menentukan kebijakan 
hukum pada masa akan datang. Dalam 
konteks peristilahan, Soetandyo 
Wignjosoebroto menyebut jenis penelitian 
empiris seperti ini dengan istilah 
peristilahan hukum nondoktrinal.4  

Penelitian ini dilakukan melalui studi 
dokumen (documentary research). Studi 
dokumen dilakukan dengan melakukan 
kompilasi dan analisis terhadap peraturan 
perundang-undangan yang terkait dengan 
sistem peradilan pidana anak berdasarkan 
peraturan perundang-undangan yang 
berlaku di Indonesia. Studi dokumen akan 
memberikan gambaran tentang ketentuan 
hukum yang digunakan oleh Pengadilan 
Anak. 
 
PEMBAHASAN 
A.  Sistem Peradilan Pidana Anak 

menurut Undang-Undang No. 11 
Tahun 2012  

Permasalahan anak yang berkonflik 
dengan hukum sangatlah merisaukan. 
Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang 
Pengadilan Anak sudah tidak memadai lagi 
dalam memberikan solusi terhadap anak 
yang berhadapan dengan hukum. 
Berdasarkan hal tersebut maka DPR RI 
bersama Pemerintah RI telah membahas 
RUU Sistem Peradilan Pidana Anak pada 
tahun 2011 sampai dengan 2012.  RUU 
Sistem Peradilan Anak (RUU SPPA) 
disampaikan Presiden kepada Pimpinan 
DPR -RI dengan Surat No. R-
12/Pres/02/2011 tanggal 16 Februari 2011. 
Presiden menugaskan Menteri Hukum dan 
HAM, Menteri Sosial, Menteri Negara 
Pemberdayaan Perempuan dan 
Perlindungan Anak, dan Menteri Negara 
Pendayagunaan Aparatur Negara dan 
Reformasi Birokrasi untuk mewakili 
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Presiden dalam pembahasan RUU SPPA 
tersebut. Sementara itu, DPR RI menunjuk 
Komisi III untuk melakukan pembahasan 
RUU SPPA tersebut lebih lanjut melalui 
Surat Wakil Ketua DPR RI No. 
TU.04/1895/DPR RI/II/2011.5 

RUU SPPA ini sendiri secara langsung 
diterima dalam Rapat Pleno Komisi III DPR 
RI pada tanggal 28 Maret 2011, untuk 
kemudian dibahas di 
tingkat Panja (Panitia Kerja) sejak tanggal 3 
Oktober 2011. RUU SPPA ini merupakan 
penggantian terhadap Undang-Undang No. 
3 Tahun 1997 tentang Pengadilan 
Anak dengan tujuan agar dapat terwujud 
peradilan yang benar-benar menjamin 
perlindungan anak yang berhadapan 
dengan hukum.6 

Setiap pembentukan undang-undang 
yang baik, harus disertakan dasar-dasar 
filosofis, yuridis, dan sosiologis. Dalam 
Naskah Akademik RUU Sistem Peradilan 
Pidana Anak, disebutkan dasar-dasar 
pemikiran dalam RUU tersebut, antara 
lain:7 
1. Dasar Filosofis 

Dasar filosofis adalah pandangan 
hidup bangsa Indonesia dalam 
berbangsa dan bernegara, yaitu 
Pancasila. Penjabaran nilai-nilai 
Pancasila di dalam mencerminkan suatu 
keadilan, ketertiban, dan kesejahteraan 
yang diinginkan oleh masyarakat 
Indonesia. Disebutkan bahwa anak 
merupakan amanah dan karunia Tuhan 
Yang Maha Esa yang memiliki harkat 
dan martabat sebagai manusia 
seutuhnya, sehingga untuk menjaga 
harkat dan martabatnya, anak berhak 
mendapatkan perlindungan khusus, 
terutama perlindungan hukum dalam 
sistem peradilan anak. 

                                                           
5
 M. Nasir Djamil, Op-cit, hlm. 51. 

6
 Ibid, hlm. 51. 

7
 Naskah Akademik RUU Sistem Peradilan Pidana 

Anak, hlm. 7-9.  

Dasar filosofis ini mengafirmasi 
nilai-nilai Pancasila yakni Ketuhanan 
Yang Maha Esa, dan Kemanusiaan yang 
adil dan beradab, sehingga sebagai 
bangsa yang bermartabat dan 
menunjung tinggi nilai-nilai religiusitas, 
maka permasalahan anak yang 
berhadapan dengan hukum harus 
diberikan prioritas yang terbaik bagi 
anak. 

 
2. Dasar Sosiologis 

Perwujudan pelaksanaan lembaga 
peradilan pidana anak dapat 
menguntungkan atau merugikan 
mental, fisik dan sosial anak. Tindak 
pidana anak, dewasa ini secara 
kuantitas dan kualitas cenderung 
meningkat dibandingkan dengan tindak 
pidana lain, nyaris semua tindak pidana 
yang dilakukan orang dewasa dilakukan 
pula oleh anak-anak. Berbagai faktor 
penyebabnya adalah keadaan sosial 
ekonomi yang kurang kondusif, 
pengaruh globalisasi dalam bidang 
komunikasi dan informasi, hiburan, 
perkembangan ilmu pengetahuan dan 
perubahan gaya hidup. Selain hal 
tersebut masalah ini disebabkan pula 
oleh faktor intern keluarga seperti 
kurang perhatian, kasih sayang dan 
pengawasan dari orang tua, wali atau 
orang tua asuh terhadap anak sehingga 
mudah terpengaruh oleh pergaulan 
yang negatif di lingkungan masyarakat. 

Undang-Undang No. 3 Tahun 
1997 tentang Pengadilan Anak 
dimaksudkan untuk melindungi dan 
mengayomi anak yang berhadapan 
dengan hukum agar anak dapat 
menyongsong masa depannya yang 
masih panjang serta memberi 
kesempatan kepada anak agar melalui 
pembinaan akan diperoleh jati dirinya 
untuk menjadi manusia yang mandiri, 
bertanggung jawab, dan berguna bagi 
diri sendiri, keluarga, masyarakat, 
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bangsa dan negara. Namun, dalam 
pelaksanaannya anak diposisikan 
sebagai objek dan perlakuan terhadap 
anak yang berhadapan dengan hukum 
cenderung merugikan anak. Selain itu, 
undang-undang tersebut sudah tidak 
sesuai lag! dengan kebutuhan hukum 
dalam masyarakat dan belum secara 
komprehensif memberikan 
perlindungan khusus kepada anak yang 
berhadapan dengan hukum. Dengan 
demikian, perlu adanya perubahan 
paradigma dalam penanganan anak 
yang berhadapan dengan hukum, 
antara lain didasarkan pada peran dan 
tugas masyarakat, pemerintah, dan 
lembaga negara lainnya yang 
berkewajiban dan bertanggung jawab 
untuk meningkatkan kesejahteraan 
anak serta memberikan perlindungan 
khusus kepada anak yang berhadapan 
dengan hukum. 

3. Dasar Yuridis 
Menurut teori, hukum haruslah 

membantu manusia berkembang sesuai 
dengan kodratnya: menjunjung 
keluhuran martabat manusia, bersifat 
adil, menjamin kesamaan dan 
kebebasan, memajukan kepentingan 
dan kesejahteraan umum. 

Pasal 28 ayat (2) Undang-UndangD 
1945 menyatakan bahwa “setiap anak 
berhak atas kelangsungan atas hidup, 
tumbuh dan berkembang, serta berhak 
atas perlindungan dan diskriminasi”. Hal 
ini dijabarkan dalam Undang-Undang 
No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi 
Manusia dan Undang-Undang No. 23 
Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. 

Prinsip perlindungan hukum 
terhadap anak harus sesuai dengan 
Konvensi Hak-Hak Anak (Convention On 
the Rights of the Child) sebagaimana 
telah diratifikasi oleh pemerintah 
Republik Indonesia dengan Keputusan 
Presiden Nomor 36 Tahun 1990. 

 Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 
tentang Pengadilan Anak, banyak 
mengandung kelemahan dan tidak 
sesuai dengan prinsip-prinsip dalam 
Konvensi Hak Anak yang telah 
diratifikasi Indonesia.  

4. Dasar Psikopolitik Masyarakat 
Psikopolitik masyarakat adalah suatu 

kondisi nyata di dalam masyarakat 
mengenai tingkat penerimaan (acceptance) 
atau tingkat penolakan (resistance) 
terhadap suatu peraturan perundang-
undangan. Tindak pidana yang dilakukan 
anak baik langsung maupun tidak langsung 
merupakan suatu akibat dari perbuatan dan 
tindakan yang dilakukan orang dewasa 
dalam bersinggungan dengan anak atau 
merupakan sebagai bagian dalam proses 
interaksi anak dengan lingkungannya, di 
mana anak belum mampu secara dewasa 
menyikapinya. Paradigma ini harus 
ditanamkan bagi masyarakat dan aparatur 
penegak hukum dalam menghadapi anak 
yang diduga melakukan suatu tindak 
pidana.  
 
B.   Pertanggungjawaban Pidana Terhadap 

Anak di Bawah Umur Dalam Sistem 
Peradilan Pidana Indonesia 

Peradilan anak adalah suatu peradilan 
yang menangani perkara pidana yang 
menyangkut anak yang termasuk dalam 
suatu sistem yang disebut dengan sistem 
peradilan pidana dalam suatu masyarakat 
untuk menanggulangi kenakalan anak, 
sekaligus juga diharapkan dapat 
memberikan perlindungan kepada anak 
yang mengalami benturan dengan hukum 
yang merupakan pelaku kenakalan anak. 

Berbicara tentang pertanggungjawaban 
pidana, maka tidak dapat dilepaskan 
dengan tindak pidana. Sebab tindak pidana 
baru bermakna manakala terdapat 
pertanggungjawaban pidana, sedangkan 
pengertian pertanggungjawaban pidana 
adalah diteruskannya celaan yang obyektif 
yang ada pada tindak pidana dan secara 
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subyektif kepada seseorang yang 
memenuhi syarat untuk dapat dijatuhi 
pidana karena perbuatannya itu. 

Dasar adanya tindak pidana adalah azas 
legalitas, sedangkan dasar dapat 
dipidananya pembuat adalah azas 
kesalahan. Hal ini mengandung arti bahwa 
pembuat atau pelaku tindak pidana hanya 
dapat dipidana jika ia mempunyai 
kesalahan dalam melakukan tindak pidana 
tersebut. Kapan seseorang dikatakan 
mempunyai kesalahan merupakan hal yang 
menyangkut masalah pertanggungjawaban 
pidana. Seseorang mempunyai kesalahan 
bilamana pada waktu melakukan tindak 
pidana, dari segi kemasyarakatan ia dapat 
dicela oleh karena perbuatannya tersebut. 

  Pertanggungjawaban pidana menjurus 
pada pemidanaan petindak, jika ia telah 
melakukan suatu tindak pidana dan 
memenuhi unsur-unsur yang telah 
ditentukan oleh undang-undang. Dilihat 
dari sudut terjadinya suatu tindakan yang 
terlarang, seseorang akan 
dipertanggungjawabkan pidana atas 
tindakan-tindakan tersebut apabila 
tindakan tersebut melawan hukum. Dilihat 
dari sudut kemampuan bertanggung jawab, 
maka hanya seseorang yang mampu 
bertanggungjawab yang akan 
dipertanggungjawabkan. 

Pertanggungjawaban pidana 
dimaksudkan untuk menentukan apakah 
seorang tersangka atau terdakwa 
dipertanggungjawabkan atas suatu tindak 
pidana yang terjadi atau tidak. Dengan 
perkataan lain, apakah terdakwa akan 
dipidana atau dibebaskan. Jika ia dipidana, 
harus terbukti bahwa tindakan yang 
dilakukan itu bersifat melawan hokum dan 
terdakwa mampu bertanggung jawab. 

Bertalian dengan pertanggungjawaban 
yuridis terhadap anak di bawah umur, 
setelah Pasal 45, 46 dan 47 KUHP dicabut, 
KUHP masih belum juga mengatur secara 
jelas tentang kedewasaan anak. Sebagai 
perbandingan bahwa dalam Pasal 45, Pasal 

46 dan Pasal 47 KUHP, ditentukan bahwa 
anak di bawah umur yang melakukan 
tindak pidana: 
1. Jika tindak pidana dilakukan oleh anak 

berusia 9 (Sembilan) tahun sampai 13 
(tiga belas) tahun, disarankan kepada 
hakim untuk mengembalikan anak 
tersebut kepada orang tua atau walinya 
dengan tanpa pidana; 

2. Jika tindak pidana tersebut dilakukan 
oleh anak yang masih berusia 13 (tiga 
belas) tahun sampai 15 (lima belas) 
tahun dan tindak pidananya masih 
dalam tingkat pelanggaran 
sebagaimana yang diatur dalam Pasal 
489, 490, 492, 496, 497, 503, 505, 514, 
517, 519, 526, 531, 532, 536 dan 540 
KUHP, hakim dapat memerintahkan 
supaya si tersalah diserahkan kepada 
pemerintah atau badan hukum swasta 
untuk dididik sampai berusia 18 
(delapan belas) tahun. (Pasal 46 KUHP); 

Jika hakim menghukum si tersalah, maka 
maksimal hukuman utama dikurangi 
sepertiga, jika perbuatannya diancam 
hukuman mati, dapat dijatuhi pidana 
selama-lamanya 15 (lima belas) tahun dan 
hukuman tambahan sebagaimana yang 
disebutkan dalam Pasal 10 KUHP huruf b 
angka 1 dan 3 tidak dijatuhkan (Pasal 47 
KUHP). 

Adanya perbedaan menentukan batas 
usia minimal maupun usia maksimal dalam 
pertanggungjawaban pidana anak, 
sesungguhnya bukan suatu hal yang tidak 
mungkin. Sebab, penentuan kriteria 
tersebut disesuaikan dengan situasi, 
kondisi, dan latar belakang sejarah serta 
kebudayaannya masing-masing negara. 
Sebagaimana ditegaskan dalam Rules 4 
Beijing Rules bahwa di dalam sistem hukum 
yang mengenal batas usia 
pertanggungjawaban bagi anak, permulaan 
batas usia pertanggungjawaban itu 
janganlah ditetapkan terlalu rendah dengan 
mengingat faktor kematangan emosional, 
mental dan intelektualitas  anak. 
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Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 
tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang 
menggantikan Undang-Undang Nomor 3 
Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang 
menyebutkan bahwa ‘anak yang berkonflik 
dengan Hukum’ adalah anak yang telah 
berumur 12 ( dua belas) tahun tetapi belum 
berumur 18 (delapan belas) tahun, maka 
disini jelas bahwa para pembentuk undang-
undang telah sepakat bahwa umur 8 
(delapan) tahun adalah memang suatu 
umur yang masih belum dapat dimintakan 
pertanggungjawaban atas perbuatan yang 
dilakukannya, karena anak yang berumur 
demikian masih belum mengerti apa yang 
dilakukannya. Apabila anak yang belum 
berumur 12 (dua belas) tahun melakukan 
atau diduga melakukan tindak pidana atau 
dengan kata lain bahwa anak tersebut 
belum genap berumur 18 (delapan belas) 
tahun maka anak tersebut akan tetap 
diadili di persidangan anak. Lebih jelas 
dalam Pasal 20 disebutkan bahwa:  “Dalam 
hal tindak pidana dilakukan oleh anak 
sebelum genap berumur 18 (delapan belas) 
tahun dan diajukan ke sidang pengadilan 
anak setelah anak yang bersangkutan 
melampaui batas umur 18 (delapan belas) 
tahun, tetapi belum mencapai umur 21 
(dua puluh satu) tahun, anak tetap diajukan 
ke sidang anak”.8  

 
Berdasarkan uraian di atas tentang 

pertanggungjawaban yuridis anak di bawah 
umur dalam KUHP dan 
pertanggungjawaban pidana anak di bawah 
umur menurut RUU SPPA, jelaslah bahwa 
anak di bawah umur yang melakukan 
pembunuhan, akan diproses sesuai 
ketentuan yang berlaku yaitu dengan 
melihat pada unsur pasal yang didakwakan 
yaitu pasal yang ada dalam KUHP yakni 
Pasal 338, namun proses persidangan 
sesuai dengan apa yang diatur oleh UU 

                                                           
8
 Hadi Setia Tunggal, UU RI Nomor 11 Tahun 2012, 

Harvarindo, Jakarta, 2013. 

Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem 
Peradilan Pidana Anak. Apabila ternyata 
unsur pasal pembunuhan terbukti dan 
dilakukan dengan kesalahan maka menurut 
Pasal 81 ayat (2) Undang-undang Nomor 11 
Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan 
Pidana Anak, hukuman atau pidana penjara 
yang dapat dijatuhkan kepada anak di 
bawah umur yang sudah melakukan 
kejahatan adalah paling lama ½ (satu 
perdua) dari maksimum ancaman pidana 
penjara bagi orang dewasa. Dan dalam 
Pasal 81 ayat (6) disebutkan bahwa “Jika 
tindak pidana yang dilakukan anak 
merupakan tindak pidana yang diancam 
dengan pidana mati atau pidana penjara 
seumur hidup, pidana yang dijatuhkan 
adalah pidana penjara paling lama 10 
(sepuluh) tahun. 

 
P E N U T U P  
A. Kesimpulan  
1. Bahwa dengan adanya Sistem Peradilan 

Pidana Anak yang menginginkan adanya 
kemajuan secara praktis dalam rangka 
perlindungan sebaik-baiknya kepada 
anak yang dipandang sebagai aset 
berharga suatu bangsa dan negara di 
masa mendatang yang harus dijaga dan 
dilindungi hak-haknya. Hal ini 
dikarenakan bagaimanapun juga di 
tangan anak-anak lah kemajuan suatu 
bangsa tersebut akan ditentukan.  
Perlindungan hukum bagi anak dapat 
diartikan sebagai upaya perlindungan 
hukum terhadap berbagai kebebasan 
dan hak asasi anak serta berbagai 
kepentingan yang berhubungan dengan 
kesejahteraan anak. Kesejahteraan anak 
merupakan orientasi utama dari  
perlindungan hukum. Secara umum, 
kesejahteraan anak tersebut adalah 
suatu tata kehidupan dan penghidupan 
anak yang dapat menjamin 
pertumbuhan dan perkembangannya 
dengan wajar, baik secara rohani, 
jasmani maupun sosial. 
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2. Bahwa pertanggungjawaban pidana 
anak di bawah umur yang berkonflik 
dengan hukum adalah sesuai dengan 
ketentuan yang sudah diatur dalam 
KUHP dan Undang-Undang No. 11 
Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan 
Pidana Anak.  Anak yang melakukan 
tindak pidana tetap dapat dimintakan 
pertanggungjawabannya, ancaman 
pidana bagi anak yang melakukan suatu 
perbuatan yang melawan hukum 
ditentukan oleh Kitab Undang-undang 
Hukum Pidana, dimana penjatuhan 
pidananya ditentukan setengah dari 
maksimal ancaman pidana dari orang 
dewasa, sedangkan penjatuhan pidana 
seumur hidup dan pidana mati tidak 
diberlakukan terhadap anak. 

 
B.  Saran 
1. Jaminan hak asasi anak yang sudah 

dimasukkan dalam Undang-Undang 
Sistem Peradilan Anak merupakan 
konsekuensi dari politik hukum 
perlindungan hak-hak anak. Hal yang 
patut diperhatikan dan penting di sini 
adalah bahwa sebenarnya anak 
bukanlah untuk dihukum, sehingga 
jaminan hak anak tersebut merupakan 
penjelmaan upaya memberikan 
pendidikan dan bimbingan kepada anak 
yang berkonflik dengan hukum. Semoga 
dengan adanya rumusan hak-hak anak 
yang ada dalam Pasal 3 dan Pasal 4 UU 
Sistem Peradilan Pidana Anak berupaya 
untuk memberikan jaminan hukum 
sesuai dengan prinsip-prinsip 
perlindungan anak.  

2. Bahwa pertanggungjawaban pidana 
bagi anak dengan batas usia yang 
berkonflik dengan hukum diberikan 
perlindungan hak-hak anak dalam 
menangani perkara anak, aparat hukum 
wajib memperhatikan kepentingan 
terbaik bagi anak dan mengusahakan 
suasana kekeluargaan tetap terpelihara.  
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